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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 472 TAHUN 2015

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA EABUT ASAP

WALIKOTA PADANG, _:

bahwa sehubungan dengan lerjadinya bencana kabul asap s
Kata Padang akibat pembakaran lahan di wilayan Sumalera
Selatan, Jambi dan Riau yang sudah berlangsung sejak awal
September 2015 sampai sekarang sudah masuk kategori
sangat tidak sehat dan mengakibatkan terjadinya 8.522
kasus Inleksi Saluran Pernalasan Akut (ISPA) di Kota
Padang; n

bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang
lebih Iuas, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan
darurat dengan meminimalisir dampak bencana yaitu
dengan penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu,
sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa
Tanggap Darurat;

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimansa dimaksud
pada humf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota  tentang Status Tanggap Darurat Penanganan
Bencana Kabut Asap;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Dacrah

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);
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}

6. Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tghun 2008 tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4829),;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4830);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana

Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penangegulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17
Tahun 2012).
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATI » Status Tangeap Darurat Penangoanan Bencana Kabut Asan
KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum

Resatu berlangsung untuk jangka waktu 7 {tyuh) hari, terhitung
sgjak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 2 November 2015.
KETIGA © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat
diperpanjang  alau  diperpendek  sesuai dengan  kebuiunhan
pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27. clchober 2015

WALIKQTA PADANG,

MA LDI

Tembusan Keputusan i disampaikan kepada Yih, -
. Kepala BNPB RI di Jakarta

. Gubernur Prov.Sumbar di Padang

. Kalaksa BPBD Prov.Swnbar di Padang
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4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang



